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KARTANEGARA NOMOR 27 TAHUN 2010 TENTANG RENCANA 3,
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

(RPJMD).
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hasil pengendalian dan “evaluasi
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penyusunan rencana pembangunan daerah,
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Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai
Kartanegara Nomor 27 Tahun 2010 tentang Rencana
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Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPM
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2011-2015.
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Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
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Ka“Undang-Undang Nomor 38

g-Uindan Tahun LUUS tentang
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421),
tindaraa T Pagi ny F3 Pa bay oten

Ar hun 004 entang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
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sebagaimana. telahELapan yak con mmaheherapa KIak diibah ter.aki Ar

Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Ke
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Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 5958, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844):

Lie dengan DIII EN A3
DT

kabel
co
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Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana
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Menetapkan :

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor

54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 8& Tahun 2008 tentang Tahapan,

Tatacara

Penyusunan, Pencendaian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah,

14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 04
4 11 ., ta Tx r

"
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Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur

2009-2013,

Tahun “20110 “tentang. Rencana pe ban ana
'
Jangka

Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai Kartanegara
(Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun

gimia1

Elit Idonwa, 7 FtZV1U Nomor t1j3

16. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun
2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
Tahun 2013 Nomor 21).
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BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR va TAHUN 2010 TENTANG RENCAN
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA 2011-2015.

Pasal i

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kutai
Kartanegara Nomor 27 Tahun 2010 tentang Rencana

Sem UN Aam aa TA
Atm pang, Net

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)2011-2015
diubah sebagai berikut:

1 11 Mm Aan smk -ngk3 11 Pasal 1 disisinkan 1 Isatul
3SERAI & KIE Nan 2 PA

angkayakni angka 10a, sehingga berbunyi sebagai berikut:
10a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi

yang selanjutnya disingkat RPJM Provinsi adalah
F3

—- . «
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Kalimantan Timur untuk periode 5 (lima) tahun.
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2. Ketentuan Pasal 1 angka 12 diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut:
12.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
gahunaten Kuta Kartancgara Tahun Pn A15 Tren ane

Nada Gen disingkat RPJMD adalah dokumen
perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5
(lima) tahun terhitung sejak tahun 2011 sampai

HNhj

Dan,(Tana tuah1 BUSKENA Aegiahlh KEKLANALI Li A0

3. Ketentuan Pasal 1 angka 13 diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut:

pa
d ts Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah

Tahun 2010-2015 yang selanjutnya disingkat Renstra
SKPD adalah dokumen perencanaan Sekretariat
Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas/Badan/Kantor,
Kecamatan, Kelurahan dan Rumah Sakit Umum
Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara untuk periode 5
(Lima) tahun terhitung sejak tahun 2011 sampai
dengan tahun 2015.

.Ketentuan Pasal 2 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah,4.
sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)

Pasal 2

RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan
program Gerbang Raja Bupati yang penyusunannya
berpedoman kepada RPJP daerah dengan
memperhatikan RPJM Provinsi dan RPJM Nasional.MIM

EaXxMr Yna at ui an an Panja aa ra ta3 ANT, Tt, TengaLI ICT V AAL 9nnsi, tujuMAKAK9 WICA ICA—a Si atesi, ak elaa

kebijakan, kebijakan umum dan program emban luan
yang disertai indikator kinerja dan kerangka pendanaan
yang bersifat indikatif.

g

RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi
sebagai:
a.pedoman bagi SKPD dalam menyusun Rencana

(3)

Strategis SKPD,
b.pedoman Pemerintah Daerah dalam menyusun
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2011-2015:

SEP ah um mamom, yen mada, PN
anu ai

. pedoman bagi pihak Swasia yag berIpa Dini Gajami
pembangunan daerah,

d. tolok ukur keberhasilan penyelenggaraan
pemerintahan daerah dibawah kepemimpinan Bupati
dan Wakil Bupati, dan

e.instrumen pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD
dalam

mengendalikan penyelenggaraan pembangunan
dan atu ri: mem Una

me aman natJa pak “at AnsTirasi TTTANYA AKG Semi

dengan arah kebijakan yang ditetapkan dalam
Peraturan Daerah tentang RPJMD.
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“Ketentuan dalam Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

1 3 2FS

(1) Sistematika penulisan RPJMD meliputi:
Babl Pendahuluan:
Babll Gambaran Umum Kondisi Daerah,
Bab Ill Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah Serta

Kerangka.
Pendanaan,

DAY LV AnahsiIs Is "angISL Sttrategis,
Bab V Visi, Visi, Tujuan

dan
Sasaran,

Ds, hh LTIT T7 lt. 1, Tua aa
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TSI X1 kKebiakan LAggi irit TA TT arit Oo Fizag Fit
TAAT KAK SANGAT IIA SAKAK oo

TAKAAI 3 TOoprari SANA AL LA KAK AMAL

Daerah,
Bab Villindikasi Rencana Program Prioritas yang

Disertai Kebutuhan Pendanaan,
Bab IX Penetapan Indikator Kinerja Daerah, dan
Bab X Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan.

ya aa . . & ..
DER Ara Men NAN TA uu YO .I
KI temaTika IMTPA AAA IA TanaksSua pada Kr ea £ & kb

tercantum dalam dokumen RPJMD, penjabarannya
terdapat pada lampiran yang merupakam satu kesatuan

yang
tidak dapat dipisahkan dalam peraturan daerah

Fe

Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

77
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(1) Pengendalian dan evaluasi RPJMD oleh Bupati, yang
pelaksanaannya dilakukan oleh BAPPEDA.

ID) Tata cara penge dahan dan si .

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebi

lanjut dengan Peraturan Bupati.

TP me enam ken 3 Ian ami 3 Aga Ton an Im mn yo Ta Lama sn Tan meyena puan TA sang Ta ara
mannE

Meli Ah Fat Sa ANA DEMAENNA NN aa ia 213

berikut

Pasal 9

TI ri nengenda lari ea an na ae
TAS pelit Sad Ia Gan evaluasi SEA Iii LA MAS

dalam Pasal7, menjadi bahan masukan penyusunan
rencana pembangunan daerah untuk periode berikutnya.
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ian Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut

as 10

Dalam rangka menjaga kesinambungan penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan,maka penyusunan RKPD
2016

yperpedoman pada sasaran pokok arah kebijakanRPJP Kutai Kartanegara dan RPJMD Provinsi

Pasal II

Peraturan daerah Iri Tniiai oo herlaku pada tanggai
bata ltuniai

besutan MEP Pe NA edkutattanat
F udltalutauta hintuaka» “— jateng

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Perakuran Iagerah. Tni dengan penginpatatya
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 20Me 2514

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

RITAWIDYASARI

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 21 Mei 2014
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KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

IPIN. ET A

IP. 19650302 199403 1 O11

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA NOMOR 34
SA TEKI HRTAU Tu PAT an 3

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI
KARTANEGARA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 2 TAHUN 2014
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